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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Teori Keagenan (Agency Theory) 

Watts & Zimmerman, (1990) menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat 

dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik diantara 

pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan laporan keuangan yang dilaporkan oleh 

agent sebagai pertanggung jawaban kinerjanya, principal dapat menilai, 

mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana agent tersebut bekerja untuk 

meningkatkan kesejahteraannya serta sebagai dasar pemberian kompensasi kepada 

agen.  

Dalam perusahaan dimana terdapat pemisahan antara pemilik sebagai principal 

dan manajer sebagai agent yang menjalankan perusahaan maka akan muncul 

permasalahan  agensi (agency problem) karena masing-masing pihak akan selalu 

berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya tersebut.  Kedua belah pihak, 

principal dan agent diasumsikan selalu bertindak secara rasional sesuai dengan 

kepentingan ekonomis masing-masing. Keinginan untuk memaksimalkan manfaat 

ekonomi masing-masing akan menimbulkan benturan kepentingan  (conflict of 

interest). Principal diasumsikan selalu ingin memaksimalkan pencapaian tujuan 

organisasi seperti laba perusahaan dan berani menanggung risiko atau paling tidak 
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risk neutral.  Agent diasumsikan selalu mementingkan dirinya sendiri dan 

menghindari risiko (risk averse). Menurut Jensen & Meckling (1976) perbedaan 

tujuan antara principal dan agent  tersebut memungkinkan agent mempunyai 

lebih banyak informasi mengenai pekerjaan dibanding  principal, dan principal 

tidak dapat mengukur output yang dihasilkan agent secara akurat. Hal ini 

disebabkan adanya asymetry information.  

Teori keagenan juga dilandasi oleh beberapa asumsi (Eisenhardt, 1989). Asumsi-

asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yakni asumsi tentang sifat manusia, 

asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan 

pada manusia yang memiliki  sifat mementingkan diri sendiri (self interest), 

memiliki keterbatasan rasionalitas (bounded rationality), dan tidak  menyukai 

risiko (risk aversion). Asumsi keorganisasian adalah konflik antar anggota 

organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktifitas dan adanya asymetry 

information antara principal dan agent. Asumsi informasi adalah bahwa informasi 

sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. 

Menurut Widyaningdyah (2001) agency theory memiliki asumsi bahwa masing-

masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri 

sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agen. Pihak 

principal termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya dengan 

profitabilitas yang selalu meningkat.  Agen termotivasi untuk memaksimalkan 

pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam memperoleh 

investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin 

meningkat terutama karena principal tidak dapat memonitor aktivitas CEO sehari-
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hari untuk memastikan bahwa CEO bekerja sesuai dengan keinginan pemegang 

saham.  

Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika  

pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang 

berbeda. Secara khusus teori keagenan membahas tentang adanya hubungan 

keagenan, dimana suatu pihak tertentu (principal) mendelegasikan pekerjaan 

kepada pihak lain (agent) yang melakukan perkerjaan. 

2.1.2 Good corporate governance (GCG) 

Ada banyak definisi good corporate governance, namun secara harfiah 

good corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang baik, tetapi 

secara definitif dapat dijabarkan oleh beberapa ahli sebagai berikut: 

Agustia (2013) menyatakan: 

“Tata kelola perusahaan mencakup hubungan antara para pemangku 

kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan 

perusahaan.” 

 

Herawaty (2008) menyatakan Corporate Governance adalah : 

“Corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan 

meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham..” 

 

2.1.2.1 Prinsip Good corporate governance 

Terdapat lima prinsip yang terkandung dalam Good corporate governance yang 

disebutkan dalam Pedoman Umum Good corporate governance Indonesia, yaitu:  
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1. Kerterbukaan (transparancy)  

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus  

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah  

diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus  

mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang  

disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang 

penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan 

pemangku kepentingan lainnya.  

2. Akuntabilitas (accountability)  

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara  

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar,  

terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap  

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk 

mencapai kinerja yang berkesinambungan.  

3. Pertanggungjawaban (responsibility)  

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta  

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan 

mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.  

4. Kewajaran (fairness)  

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola  

secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling  

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.  
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5. Independensi (independency)  

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa  

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan  

lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 

2.1.2.2 Tahap-tahap Penerapan Good corporate governance                     

Menurut Chinn  dan Shaw dalam Kaihatu  (2006), pada umumnya perusahaan- 

perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan Good corporate Governance 

menggunakan tahap-tahap berikut:  

a. Tahap Persiapan  

Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama: 1) awareness building, 2) GCG 

assessment, dan 3) GCG manual building. Awareness building merupakan 

langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan 

komitmen bersama dalam penerapannya.  Upaya ini dapat dilakukan dengan 

meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan 

dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.  

GCG  Assessment  merupakan  upaya  untuk mengukur  atau lebih tepatnya 

memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini perlu 

guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi 

langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur 

perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan  kata   lain, 

GCG assessment dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek- aspek apa yang perlu 

mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat 

diambil untuk mewujudkannya.  
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GCG manual building adalah langkah berikut setelah GCG assessment dilakukan. 

Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi 

prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi  GCG  

dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli  

independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual 

untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota 

perusahaan, mencakup berbagai aspek, seperti: 

 1) Kebijakan GCG perusahaan  

2) Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan 

 3) Pedoman perilaku  

4) Audit commitee charter 

 5) Kebijakan disclosure dan transparansi  

6) Kebijakan dan kerangka manajemen risiko 

 7) Roadmap implementasi  

b. Tahap Implementasi  

Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai 

implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas tiga langkah utama, yaitu: 

(Kaihatu, 2006)  

1) Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan 

berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai  

pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu  tim 

khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan 

direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG champion 

di perusahaan.  
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2) Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG 

yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat  

top down approach yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi 

perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen 

perubahan (change management) guna mengawal proses perubahan yang 

ditimbulkan oleh implementasi GCG.  

3) Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi   

mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses 

bisnis perusahaan dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat 

dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar di permukaan atau sekedar 

suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam 

seluruh aktivitas perusahaan.  

c. Tahap Evaluasi                                                                                                    

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke 

waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan 

dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring  

atas praktik GCG yang ada. Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat 

memberikan jasa audit yang demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan 

yang melakukan scoring. Evaluasi dalam bentuk  assessment, audit atau scoring 

juga dapat dilakukan secara mandatory,  misalnya seperti yang diterapkan di 

lingkungan BUMN. Evaluasi dapat  membantu perusahaan memetakan kembali 

kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG, sehingga  

dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi 

yang diberikan.   
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2.1.3 Profitabilitas                                                                                       

Profitabilitas (profitability) adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba (Kartini dan Tulus Arianto, 2007).  Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat 

dari tingkat perolehan laba. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun 

modal sendiri, Herni dan Yulius Kurnia Susanto dalam Purwandari (2011). 

Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik 

dan pengawasan berjalan dengan baik, sedangkan dengan tingkat profitabilitas 

yang rendah menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang baik, dan kinerja 

manajemen tampak buruk di mata principal.  

2.1.4 Manajemen Laba 

Definisi manajemen laba dapat diartikan bermacam-macam , beberapa 

diantaranya adalah:  

a) Dari sudut pandang etika, manajemen laba diartikan sebagai “any action on the 

part of management which affects reported income and which provides no true 

economic advantage to the organization and may in fact, in the long-term, be 

detrimental” (Merchant dan Rockness, 1994:79 dalam Gumanti, 2000).   

b)  Manajemen laba (earning management) menurut Schipper (1989), sebagai 

intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya 

untuk memenuhi tujuan pribadi.    

 

Sekilas dari definisi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa  

manajemen laba senantiasa dikaitkan dengan upaya untuk memanage pendapatan  

atau keuntungan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang dilandasi oleh  

faktor-faktor ekonomi tertentu. Namun, manajemen laba tidak harus dikaitkan  

dengan upaya untuk memanipulasi data atau informasi akuntansi, tetapi lebih  
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dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi untuk mengatur keuntungan yang  

bisa dilakukan karena memang diperkenankan menurut prinsip yang berlaku  

umum (PSAK), Novrianto ( 2008).  

2.1.5. Motivasi Manajemen Laba  

Ada beberapa motivasi dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya 

manajemen laba:  

1. Motivasi Rencana Bonus (Bonus Plan)  

Kompensasi manajemen meliputi berbagai insentif yang berkaitan dengan  

kinerja. Sasarannya adalah untuk menciptakan kesesuaian kinerja, sehingga  

manajer akan menunjukkan kerja yang terbaik bagi perusahaan. Kompensasi  

keuangan meliputi gaji dan bonus. Bonus adalah jenis keuntungan tambahan 

yang diterima oleh seorang manajer di luar gaji mereka. Banyak perusahaan  

menggunakan kombinasi gaji dan bonus sebagai imbalan kinerja melalui  

penetapan tingkat gaji yang wajar dan pemberian bonus yang disesuaikan 

dengan perolehan laba perusahaan. Kompensasi yang didasarkan pada laba 

dapat menciptakan perilaku disfungsional, Scott (2000) dalam Novrianto 

(2008).  

Hipotesis rencana bonus dalam caterisparibus, para manajer  perusahaan 

dengan rencana bonus akan lebih memungkinkan untuk dapat menggunakan 

metode akuntansi yang dapat menggantikan metode earning dari periode 

mendatang ke periode sekarang (income smoothing), Watts dan Zimmerman  

(1990). Hal ini dikarenakan manajer lebih menyukai pemberian upah yang 

lebih tinggi untuk masa kini. Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu 

bogey (tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan cap (tingkat laba 
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tertinggi). Jika laba berada di bawah bogey, tidak ada bonus yang diperoleh 

manajer sedangkan jika laba berada di atas cap, manajer tidak akan mendapat 

bonus tambahan. Jika laba bersih berada di bawah bogey, manajer cenderung 

memperkecil laba dengan harapan memperoleh bonus lebih besar pada periode 

berikutnya, demikian pula jika laba berada di atas cap. Jadi hanya jika laba 

bersih berada di antara bogey dan cap, manajer akan berusaha menaikkan laba 

bersih perusahaan. 

  2. Motivasi Perjanjian Hutang (Debt Covenant)  

Perjanjian utang adalah kesepakatan yang berisi syarat-syarat yang harus  

dilaksanakan oleh pihak penerima utang yang diajukan oleh pihak pemberi 

utang atau kreditor. Sedangkan utang adalah pengorbanan ekonomi yang 

mungkin terjadi dimasa depan, yang timbul dari kewajiban berjalan sebuah 

entitas tertentu, atau kewajiban yang ditimbulkan oleh transaksi atau kejadian 

masa lalu. Perusahaan yang memiliki kontrak utang maupun kontrak yang lain 

pasti berkeinginan untuk meminimalkan berbagai biaya kontrak yang terkait 

dengan kontrak-kontraknya (contracting theory), (Hoi dan Robin, 2004) . 

 Pada perusahaan yang mempunyai rasio debt to equity tinggi, manajer 

perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat 

meningkatkan pendapatan atau laba. Perusahaan dengan rasio debt to equity 

yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari 

pihak kreditor bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian utang, Watts 

dan Zimmerman  (1990).  
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3. Motivasi Biaya Politik (Political Cost)  

Political cost hypothesis berasumsi bahwa politikus atau pemerintah akan  

lebih memberikan perhatian yang besar pada perusahaan dengan laba yang 

tinggi, berkaitan dengan pelaksanaan peraturan atau undang-undang yang ada. 

Biaya politis muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat 

menarik perhatian media dan konsumen, Watts dan Zimmerman  (1990) .  

Hipotesis biaya politik (the political cost hypothesis). Motivasi politik timbul 

karena manajemen memanfaatkan kelemahan akuntansi yang menggunakan 

estimasi akrual serta pemilihan metode akuntansi dalam rangka menghadapi 

berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, Scott (2000) dalam Barus 

dan Sembiring (2012).  

2.2  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.4 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

NO Nama, Tahun, Judul 

Penelitian 

Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1 Tatang Ary Gumanti 

(2000) 

Earnings Management: 

Suatu Telaah Pustaka 

- Bukti-bukti empiris 

menunjukkan bahwa praktik 

manajemen laba ditemui 

dalam banyak konteks. Hal 

ini menunjukkan bahwa 

peristiwa atau variabel-

variabel ekonomi tertentu 

dapat dijadikan sebagai 

sarana untuk memanaje laba. 

2 Agnes Utari 

Widyaningdyah (2001) 

Variabel Dependen: 

earnings management 

Variabel Independen: 

Reputasi auditor, 

Jumlah dewan direksi, 

Leverage, dan 

Persentase saham 

Hanya faktor leverage yang 

berpengaruh signifikan 

terhadap earnings 

management. Hal ini berarti 

earnings management 

berkaitan dengan sumber 

dana eksternal khususnya 
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yang ditawarkan 

kepada publik saat 

IPO. 

utang yang digunakan untuk 

membiayai kelangsungan 

perusahaan. 

3 Gideon Sb. Boediono 

(2005) 

Kualitas Laba: Studi 

Pengaruh Mekanisme 

Corporate Governance 

dan Dampak 

Manajemen Laba 

Dengan Menggunakan 

Analisis Jalur 

 

Variabel Dependen: 

Manajemen Laba dan 

Kualitas Laba. 

Variabel Independen: 

Mekanisme Corporate 

Governance: 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilikan  

Manajerial dan 

Komposisi Dewan 

Komisaris. 

 

 (1.a) secara simultan 

pengaruh mekanisme 

kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial dan 

komposisi dewan komisaris 

terhadap manajemen laba 

lemah;  

(1.b) Pengaruh dari 

mekanisme kepemilikan 

institusional, kepemilikan 

manajerial dan komposisi 

dewan komisaris terhadap 

manajemen laba sebagian 

semi kuat, lemah dan sangat 

lemah. 

 (2a) secara simultan 

pengaruh mekanisme 

kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, 

komposisi dewan komisaris 

dan manajemen laba pada 

kualitas laba semi kuat; (2.b) 

sebagian pengaruh 

mekanisme kepemilikan 

institusional, kepemilikan 

manajerial dan komposisi 

dewan komisaris dan 

manajemen laba pada kualitas 

laba lemah, lemah, lemah dan 

masing-masing sangat lemah. 

4 Thomas S. Kaihatu  

(2006) 

Good corporate 

Governance dan 

Penerapannya di 

Indonesia 

                 - Rendahnya pemahaman 

terhadap arti penting dan 

strategisnya penerapan 

prinsip-prinsip GCG oleh 

pelaku bisnis di Indonesia. 

Selain itu, budaya organisasi 

turut mempengaruhi 

penerapan GCG di Indonesia. 

5 Hamonangan Siallagan 

dan Mas’ud Machfoedz 

(2006) 

Mekanisme Corporate 

Governance, Kualitas 

Laba dan Nilai 

Perusahaan 

Variabel Dependen: 

Kualitas Laba dan 

Nilai Perusahaan. 

Variabel Independen: 

Kepemilikan 

Manajerial, dewan 

Komisaris dan Komite 

(1) Kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif terhadap 

kualitas laba,  

(2) Dewan Komisaris secara 

negatif mempengaruhi 

kualitas laba,  

(3) Komite Audit 



21 
 

 

 Audit. berpengaruh positif terhadap 

kualitas laba. Kedua, kualitas 

laba secara positif 

mempengaruhi nilai 

perusahaan. Ketiga, 

mekanisme tata kelola 

perusahaan mempengaruhi 

nilai perusahaan. Akhirnya, 

hasilnya menunjukkan bahwa 

kualitas laba bukan variabel 

intervening antara 

mekanisme corporate 

governance dan nilai 

perusahaan. 

6 Muh. Arief Ujiyantho 

dan Bambang Agus 

Pramuka (2007) 

Mekanisme Corporate  

Governance, 

Manajemen Laba  dan 

Kinerja Keuangan  ( 

Studi Pada Perusahaan 

Go Publik Sektor 

Manufaktur )   

Variabel Dependen: 

manajemen laba 

Variabel Independen: 

Kepemilikan 

institusional, 

Kepemilikan 

manajerial, Proporsi 

dewan komisaris 

independen dan 

Ukuran dewan 

komisaris 

(1) kepemilikan institusional 

memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap 

manajemen laba, 

 (2) kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

manajemen laba,  

(3) adanya dewan komisaris 

independen  memiliki 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

manajemen laba, 

(4) ukuran dewan komisaris 

memiliki pengaruh tidak 

signifikan terhadap 

manajemen laba,  

(5) secara simultan dari 

kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, 

proporsi dewan komisaris dan 

ukuran dewan komisaris 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap 

manajemen laba, dan  

(6) manajemen laba 

berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kinerja keuangan.  

7 Kartini dan Tulus 

Arianto (2007) 

Struktur Kepemilikan, 

Profitabilitas, 

Pertumbuhan Aktiva 

Dan Ukuran 

Variabel Dependen: 

Struktur modal 

Variabel Independen: 

Struktur Kepemilikan, 

Profitabilitas, 

Pertumbuhan Aktiva 

struktur kepemilikan, 

pertumbuhan aktiva, dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan atau 

diterima. Hanya profitabilitas 

tidak terbukti sehingga 
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Perusahaan Terhadap 

Struktur Modal Pada 

Perusahaan Manufaktur 

dan Ukuran 

Perusahaan. 

ditolak. Sedangkan hasil uji F 

menunjukkan bahwa variabel 

bebas berpengaruh terhadap 

pentingnya untuk Struktur 

Modal perusahaan dalam 

taraf signifikansi 5%, dan 

variabel ukuran perusahaan 

dalam tingkat signifikansi 

10%. 

8 Subekti Djamaluddin, 

Rahmawati dan 

Handayani Tri 

Wijayanti (2008) 

Analisis Perubahan 

Aktiva Pajak 

Tangguhan Dan 

Kewajiban Pajak 

Tangguhan Untuk 

Mendeteksi Manajemen 

Laba 

Variabel Dependen: 

laba menurun 

Variabel Independen: 

kewajiban pajak 

tangguhan bersih, 

komponen kewajiban 

pajak tangguhan 

bersih dan cadangan 

penilaian aktiva pajak 

tangguhan. 

Penelitian ini menunjukkan 

bahwa perubahan dalam 

kewajiban pajak tangguhan 

bersih (NDTL) dapat 

digunakan untuk mendeteksi 

pendapatan pengelolaan 

untuk menghindari 

penurunan laba. Dan 

perubahan dalam komponen 

kewajiban pajak tangguhan 

yang berkaitan dengan 

pendapatan dan beban akrual 

dan cadangan, kompensasi, 

depresiasi aset berwujud, 

penilaian aset lainnya, item 

micsellaneous, dan perubahan 

dalam penyisihan aktiva 

pajak tangguhan tidak dapat 

digunakan untuk mendeteksi 

laba manajemen untuk 

menghindari penurunan laba. 

9 Ananta Dimaz 

Novrianto (2008)  

Pengaruh Mekanisme 

Good corporate 

Governance Dan 

Motivasi Manajemen 

Laba Terhadap Praktik 

Manajemen Laba 

Variabel dependen: 

Praktik Manajemen 

Laba 

Variabel independen: 

Good corporate 

Governance dan 

Motivasi Manajemen 

Laba 

dewan komisaris independen, 

motivasi perjanjian kredit, 

dan motivasi biaya politis 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap praktik manajemen 

laba. Disisi lain, penelitian ini 

tidak dapat menemukan 

adanya pengaruh kepemilikan 

manajerial, kepemilikan 

institusional, komite audit 

independen dan motivasi 

bonus terhadap praktik 

manajemen laba.    

10 Indri Wahyu 

Purwandari (2011)  

Analisis Pengaruh 

Mekanisme Good 

corporate Governance, 

Variabel Dependen : 

Manajemen Laba 

Variabel Independen: 

Good corporate 

governance, 

Variabel komite audit, 

kepemilikan institusional, dan 

profitabilitas berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap manajemen laba. 
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Profitabilitas Dan 

Leverage Terhadap 

Praktik Manajemen 

Laba (Earning 

Management) 

Profitabilitas dan 

Leverage 

 

Hasil ini membuktikan bahwa 

komite audit, kepemilikan 

institusional dan profitabilitas 

mampu mengurangi tindakan 

manajemen laba. Sedangkan 

variabel ukuran dewan 

direksi, proporsi komisaris 

independen dan leverage 

tidak terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

11 Dian Agustia (2013) 

Pengaruh Faktor Good 

corporate Governance, 

Free Cash Flow, dan 

Leverage Terhadap 

Manajemen Laba 

Variabel Dependen: 

Manajemen Laba    

Variabel Independen: 

good corporate 

governance, free cash 

flow dan rasio 

leverage. 

Semua komponen good 

corporate governance 

(ukuran komite audit, 

proporsi komite audit 

independen, kepemilikan 

institusional dan kepemilikan 

manajerial) tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba, 

sedangkan leverage 

berpengaruh,  free cash flow 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

manajemen laba. Hal ini 

berarti perusahaan dengan 

free cash flow yang tinggi 

akan membatasi praktik 

manajemen laba.    
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2.3 Kerangka Teoritis 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya berikut 

ini merupakan Kerangka teoritis yang tersaji dalam gambar  berikut: 

                                                        Gambar 1 

                   Bagan Kerangka Teori Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.4 Rumusan Hipotesis 

2.4.1. Good corporate Governance dan Praktik Manajemen Laba  

Siallagan dan Machfoedz (2006), menyebutkan bahwa pemisahan  

Manajemen 

Laba 

Profitabilitas 

Motivasi Biaya 

Politik 

 

Motivasi Perjanjian 

Hutang 

 

Motivasi Rencana 

Bonus 

 

Kepemilikan 

Institusional 

Proporsi Komisaris 

Independen 

Kepemilikan 

Manajerial 

Proporsi Komite 

Audit  

H 1 

H 2 

H 3 

H 4 

H 5 

H 6 

H 7 

H 8 
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kepemilikan oleh principal dengan pengendalian oleh agent dalam sebuah  

organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan “agency conflict” 

diantara principal dengan agent. Salah satu mekanisme yang diharapkan dapat 

mengontrol biaya keagenan yaitu dengan menerapkan tata kelola perusahaan 

yang baik (good corporate governance). Perumusan hipotesis didasarkan pada 

empat indikator mekanisme corporate governance yang bertujuan untuk 

mengurangi konflik keagenan adalah sebagai berikut: 

2.4.1.1. Proporsi Komite Audit dan Praktik Manajemen Laba 

Chtourou et al., (2001) dalam Klein (2006) memberikan bukti secara empiris  

bahwa perusahaan yang membentuk komite audit melaporkan laba  

dengan kandungan akrual diskresioner yang lebih kecil dibandingkan dengan  

perusahaan yang tidak membentuk komite audit, sehingga keberadaan komite 

audit dapat mengurangi aktivitas earning management. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susiana dan Arleen Herawaty (2007) 

yang menyatakan bahwa komite audit independen menjadi salah satu faktor 

dalam mendeteksi manajemen laba, hal ini bertentangan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Agustia (2012) yang menyatakan bahwa proporsi komite 

audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Penambahan anggota komite audit akan cenderung meningkatkan proses 

pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga laporan 

keuangan yang dihasilkan menjadi lebih sesuai dengan standar yang berlaku 

umum, sehingga dapat mengurangi praktik manajemen laba yang dilakukan 

oleh manajer.  
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Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: Proporsi komite audit berpengaruh negatif  terhadap praktik 

manajemen laba. 

 

2.4.1.2  Kepemilikan Manajerial dan Praktik Manajemen Laba 

Shleifer dan Vishny (1986) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006)  

menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya  

memiliki insentif untuk memonitor. Secara teoritis ketika kepemilikan 

manajemen rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku 

oportunistik manajer akan meningkat. Kepemilikan manajemen terhadap 

saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan 

kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen, sehingga 

permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer 

adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik.  

Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh Ujiyantho dan Bambang (2007) 

menunjukan adanya pengaruh negatif  kepemilikan manajerial terhadap 

manajemen laba pada Perusahaan go publik Sektor Manufaktur, hal ini 

dikarenakan ketika manajer juga memiliki porsi kepemilikan, maka mereka 

akan bertindak sama seperti pemegang saham umumnya dan memastikan 

bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar dan mengungkapkan 

kondisi riil perusahaan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh  Agustia 

(2013) variabel kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh terhadap 

manajemen laba.  
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Salah satu cara mengurangi benturan kepentingan yang telah dijelaskan pada 

agency theory adalah dengan pemberian bondy shares kepada pihak 

manajemen. Dengan kepemilikan saham manajerial yang semakin besar, 

diharapkan akan menurunkan praktik manajemen laba. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba. 

 

2.4.1.3 Proporsi Komisaris Independen dan Praktik Manajemen Laba 

komisaris independen adalah orang yang tidak memiliki hubungan dengan 

perusahaan maupun afiliasinya seperti anak perusahaan atau induk perusahaan. 

Hubungan afiliasi ini dapat mempengaruhi independensi dari penilaian atas 

keputusan yang diambil, Bapepem (2010). Keberadaan Komisaris Independen 

diharapkan akan dapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan kepada 

pihak manajemen, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktik earning 

management, Murhadi, Werner R. (2009).  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustia (2013) menyatakan bahwa 

komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, 

penelitian lain yang dilakukan oleh Oktovianti, T. and Agustia, D. (2012) 

menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Tugas dari komisaris sendiri adalah melakukan pengawasan dan memastikan 

perusahaan telah melaksanakan good corporate governance dengan baik. 
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Sejalan dengan tugasnya itu dewan komisaris dibagi menjadi dua yaitu 

independen dan tidak independen. Dewan komisaris independen adalah dewan 

komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen maupun 

perusahaan itu sendiri. Proporsi komisaris independen yang semakin besar 

diharapkan akan menurunkan praktik manajemen laba yang dilakukan pihak 

manajerial, karena tidak adanya hubungan afiliasi diantara keduanya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. 

 

2.4.1.4 Kepemilikan institusional dan Praktik Manajemen Laba 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan  oleh 

institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun dan 

Investment banking (Siregar dan utama, 2005). Kepemilikan institusional 

memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses 

monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. 

Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi 

proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan 

terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Budiono, 2005). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ujiyantho dan Bambang (2007)  

menolak hipotesis yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

Widyastuti ( 2009) menyatakan Kepemilikan institusional mempunyai 
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pengaruh yang negatif terhadap praktik manajemen laba, semakin kecil 

persentase kepemilikan institusional maka semakin besar pula kecenderungan 

pihak manajer dalam mengambil kebijakan akuntansi tertentu untuk 

memanipulasi pelaporan laba. 

Karena kepemilikan institusional dimiliki oleh institusi-institusi yang bergerak 

dibidang keuangan, maka institusi ini dapat memonitoring pergerakan 

manajemen agar tidak melakukan praktik manajemen laba. Pemegang saham 

institusional tidak seperti pemegang saham pada umumnya, karena mereka 

tidak mudah dibohongi oleh laporan keuangan yang dimanipulasi. Oleh karena 

itu, dengan kepemilikan institusional yang semakin besar maka akan 

memperkecil praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H4: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif  terhadap manajemen 

laba. 

 

2.4.2 Profitabilitas dan Manajemen Laba 

 Profitabilitas akan mempengaruhi manajer dalam melakukan tindakan  

manajemen laba (Salno dan Baridwan 2000 dalam Djamaluddin et al., 2008). 

Pihak principal cenderung menuntut manajemen untuk mencapai profitabilitas 

yang tinggi. Apabila manajemen mampu mencapai target dari principal, 

manajemen akan dianggap mempunyai kinerja baik. Manajemen cenderung 

akan melakukan aktivitas tersebut karena dengan laba yang rendah atau bahkan 

menderita kerugian, akan memperburuk kinerja manajemen di mata pemegang 
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saham atau principal, dan nantinya akan memperburuk citra perusahaan di 

mata publik. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Widyastuti  (2009) 

menyatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap praktik 

manajemen laba, penelitian ini dilakukan pada semua perusahaan yang list di 

BEI. Penelitian lain yang dilakukan oleh Guna (2010) juga menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Tujuan utama suatu  organisasi adalah mendapatkan laba yang tinggi, laba 

menjadi ukuran bagi manajemen apakah berkinerja baik atau tidak. Tuntutan 

dari principal untuk mendapatkan laba yng tinggi mendorong pihak manajerial 

melakukan manipulasi terhadap laba yang diperoleh guna mempertahankan 

citranya dimata  principal. Sehingga, profitabilitas yang tinggi mengurangi 

praktik manajemen laba dan sebaliknya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H5: Terdapat pengaruh negatif profitabilitas terhadap manajemen laba. 

 

2.4.3 Motivasi Manajemen Laba dan Praktik Manajemen Laba 

Achmad dkk., (2007), menyebutkan bahwa kehadiran motivasi dan  

peluang merupakan insentif bagi manajer untuk mengelola laba. Berdasarkan  

sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh 

motivasi manajer perusahaan, sehingga motivasi yang berbeda akan 

menghasilkan besaran manajemen laba dan kualitas laba yang berbeda pula. 
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Watts dan Zimmerman  (1990) mengajukan 3 hipotesis motivasi manajemen 

laba meliputi bonus plan, debt covenant, dan political cost.   

2.4.3.1  Motivasi Rencana Bonus dan Praktik Manajemen Laba 

Bonus plan hypothesis merupakan salah satu motif pemilihan suatu metode 

akuntansi tidak terlepas dari positif accounting theory. Hipotesis ini menyatakan 

bahwa manajer  perusahaan dengan rencana bonus lebih menyukai metode 

akuntansi yang meningkatkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima seandainya komite 

kompensasi dari Dewan Direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang 

dipilih, Watts dan Zimmerman (1990). Jika perusahaan memiliki kompensasi 

(bonus scheme), maka manajer akan cenderung melakukan tindakan yang 

mengatur laba bersih untuk dapat memaksimalkan bonus yang mereka terima. 

Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah penting yaitu bogey dan cap.    

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Palestin (2008) yang menyatakan 

bahwa kompensasi bonus berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.   

Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Novrianto ditahun yang sama 

Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tidak menemukan bukti adanya pengaruh yang signifikan motivasi rencana 

bonus terhadap manajemen laba. 

Jika pemilik menetepkan bonus untuk pihak manajemen yang telah bekerja 

dengan target dan kinerja yang baik, maka pihak manajemen akan terdorong 

untuk meningkatkan kinerja mereka sehingga akan mendapatkan bonus sebagai  

imbal jasa bagi mereka. Namun demikian, berkinerja dengan baik bukanlah hal 

yang mudah untuk dilakukan, terkadang pihak manajemen memanipulasi data 
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sehingga terlihat berkinerja baik untuk mendapatkan bonus. Semakin tinggi 

bonus yang diberikan maka akan semakin tinggi pula praktik manajemen laba 

yang dilakukan oleh pihak manajemen. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H6: Peningkatan bonus manajemen berpengaruh positif  terhadap 

manajemen laba. 

 

2.4.3.2 Motivasi Perjanjian Hutang dan Praktik Manajemen Laba. 

Debt Convenant Hypothesis menyatakan bahwa manajer termotivasi melakukan 

manajemen laba untuk menghindari pelanggaran terjadinya perjanjian  

utang. Perjanjian hutang merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan  

untuk mempertahankan rasio-rasio yang umumnya dikaitkan dengan data  

akuntansi perusahaan, misalnya rasio hutang terhadap total aktiva. Semakin 

tinggi utang perusahaan maka syarat-syarat yang diajukan oleh kreditur dalam 

perjanjian kredit semakin ketat. Manajer akan menggunakan manajemen laba 

untuk memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh kreditur dan menghindari 

terjadinya pelanggaran perjanjian hutang yang memberatkan perusahaan, 

Novrianto (2008). 

Penelitian Achmad dkk., (2007) menemukan bukti empiris pengaruh  

perjanjian kredit terhadap praktik manajemen laba. Hasil penelitiannya  

menyatakan bahwa manajer berupaya meningkatkan laba untuk menghindari  

pelanggaran perjanjian hutang. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh 

Tanomi (2012) hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa motivasi manajemen 
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laba yaitu perjanjian hutang berpengaruh terhadap praktik manajemen laba, hal 

ini dilihat dari hasil uji F. Sedangkan melalui uji t,  perjanjian hutang tidak 

terbukti berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. 

Agar tidak memberatkan beban perusahaan, perusahaan memilih untuk 

meningkatkan incomnya sehingga tidak mendapatkan kesulitan atas perjanjian 

hutangnya. Peningkatan incom merupakan salah satu cara manajemen laba yang 

dilakukan oleh pihak manajerial. Jika tidak memperbaiki incom yang didapat, 

kemungkinan resiko, percepatan jatuh tempo, peningkatan suku bunga dan 

negoisasi ulang masa hutang bisa terjadi. Dengan motivasi tersebut, 

meningkatnya hutang perusahaan maka semakin besar pula manajemen laba 

yang dilakukannya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H7: Peningkatan hutang perusahaan berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. 

 

2.4.3.3 Motivasi Biaya Politik dan Praktik Manajemen Laba. 

Watt dan Zimmerman (1990) berasumsi bahwa perusahaan besar secara politis, 

lebih besar melakukan transfer political cost dalam kerangka politic process, 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Proses politik menimbulkan biaya bagi 

perusahaan atau industri yang diyakini memperoleh keuntungan dari publik 

atau memperoleh laba sangat tinggi. Laba sangat tinggi mengakibatkan 

perusahaan ditekan agar menurunkan harga jual atau pemerintah meregulasi 

harga, Cahan (1992) dalam Novrianto (2008).  
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Hasil penelitian Achmad dkk., (2007) menyatakan bahwa semakin besar  

ukuran perusahaan diikuti dengan biaya politik semakin tinggi, maka manajer  

menggunakan discretionary accrual dengan menurunkan laba untuk 

menghindari tuntutan penurunan harga jual atau tekanan regulasi pemerintah. 

Penelitian lainnya oleh Guna (2010) menyatakan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Jika laba yang dihasilkan oleh perusahaan tinggi maka perusahaan tersebut 

akan menjadi sorotan bagi media ataupun pemerintah, sehingga pelaksanaan 

undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku terlalu diawasi. Agar 

tidak dituduh melakukan pelanggaran undang-undang akibat laba yang terlalu 

tinggi, manajemen menangguhkan laba yang didapat ke periode yang akan 

datang sehingga laba yang didapat tidak terlalu tinggi. Pada perusahaan besar, 

pengungkapan atas laporan keuangannya lebih lengkap dibanding dengan 

perusahaan kecil, hal inilah yang dinanti oleh auditor, sehingga perusahaan 

cenderung melakukan praktik manajemen laba agar opini yang diberikan oleh 

auditor baik. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan mendorong 

manajemen laba yang semakin besar pula. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H8: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

 

 


